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TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

. a.

KABUPATEN LUWU TIMUR

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan
standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan dan kepuasan
penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan
tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Luwu Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur tentang pemberian kompensasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


mailto:dinsosppalutim@gmail.com

Kesatu

. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2012 1375);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 76

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 110

tentang Kemeterian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 270);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55

tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 73);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1170);

10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan;

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)

MEMUTUSKAN

Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang
menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur



Kedua

Ketiga

Keempat

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan
pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Luwu Timur tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari Standar Operasional Prosedur
Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya
keterlambatan waktu pelayanan maka penerima layanan Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur berhak atas kompensasi berupa:

- Kategoril : Keterlambatan 0-30 menit, permohonan
maaf dari petugas;

- Kategorill : Keterlambatan 30-60 menit, diberikan
souvenir bolpoin;

- Kategori lll : Keterlambatan 60 menit keatas, diberikan

souvenir mug
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :di Malili
Pada : 5 Januari 2024
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. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;

. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;

. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;

. Masing-masing yang bersangkutan;



